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BAB 1 
PENDAHULUAN 
I. Latar Belakang Penelitian 
 Demi mewujudkan tujuan dan cita-cita masyarakat maka syarat yang 
harus dipenuhi pemerintah adalah dilaksanakannya Good Governance. 
Otonomi daerah yang diberlakukan secara efektif membuat perubahan 
signifikan dan fundamental pada negara Indonesia. Ini disambut dengan 
disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dipengaruhi berubahnya 
pandangan pemerintah dari terpusat ke otonomi daerah guna mewujudkan 
pemerintahan yang bertata kelola baik (Good Governance).  
 Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan 
diterapkan sejak era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi 
perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih 
sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak 
diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari 
perkembangan Reformasi yang sudah berjalan 15 tahun ini, penerapan good 
governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai 
cita-cita reformasi sebelumnya.  
 Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan 
yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
Tujuan implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan 
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pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk 
memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan 
yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan 
kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali 
sumber – sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 
pemerintahan dan pembangunan didaerahnya. 
 Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana 
keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
pemerintahan daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di danai 
dan atas beban APBD. Seluruh penerimaann dan pengeluaran pemerintah 
daerah baik dalam bentuk uang atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan 
harus dianggarkan dalam APBD. Setiap pengganggaran penerimaan dan 
pengeluaran dalam APBD harus memiliki dasar hukum pengganggaran. 
Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban 
pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan undang-undang.  
Anggaran pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD adalah alat 
akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi daerah. Sebagai upaya 
mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance), 
transparansi APBD merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan 
program pemerintah daerah, dan secara umum dalam usaha meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan untuk 
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dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran dalam menjalankan 
program-programnya, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara 
efektif, dalam hal ini akuntabilitas menjadi isu yang sangat penting dalam 
menjaga efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah. 
 Menurut Adisasmita (2011:39) transparansi merupakan keterbukaan 
pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas 
pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan 
informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang akan 
digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan melalui informasi akuntansi yang salah 
satunya berupa laporan keuangan. 
Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaran pemerintah, 
yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta 
hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi 
pengawasan.  
Menurut Adisasmita (2011:89) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk 
memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan 
tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang 
memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-
jawaban. Akuntabilitas memiliki konsep yang lebih luas dari sekedar transparansi 
karena akuntabilitas memungkinkan adanya ‘negative feedback’ setelah keputusan 
atau tindakan diambil, sedangkan transparansi juga memungkinkan ‘negative 
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feedback’ tapi sebelum dan selama keputusan atau tindakan diambil. Dengan 
demikian, akuntabilitas memiliki fungsi yang amat penting untuk mencegah 
terjadinya penyalahgunaan fasilitas, sarana, dan anggaran publik oleh suatu 
institusi. 
Menurut Yana Fajar Basori selaku Pengamat Kebijakan publik dan 
kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan Unpad mengatakan bahwa Transparansi 
APBD Pemkot Sukabumi masih buruk. Transparansi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Kota Sukabumi seharusnya dapat 
melakukan, komunikasi, sosialisasi, dan publikasi keterbukaan anggaran kepada 
masyarakat sebagai prinsip terwujudnya good governance atau pemerintahan yang 
baik. (Sukabumiupdate.com, Senin, 18/2/2019) 
FITRA menilai Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi belum memasukan 
etic right dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini terlihat 
dari guliran anggaran yang dialokasikan lebih banyak dilingkungan penyelenggara 
Pemda saja dibandingkan dengan alokasi anggaran yang seharusnya 
didistribusikan pada kegiatan-kegiatan langsung yang dampaknya bisa dirasakan 
oleh publik. Kita melihat adanya pembantaian hak publik dalam APBD ini, dapat 
dilihat arah keberpihakan pemerintah ini mau dibawa kemana. 
Di Kota Sukabumi, APBD tahun anggaran 2019 misalnya, FITRA 
mencatat adanya Asuransi Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
yang jumlahnya mencapai Rp 192 juta. Angka tersebut lebih besar dari anggaran 
Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang hanya mencapai Rp 186,7 juta.  Kasus 
pada orientasi belanja di Dinas Pendidikan, FITRA mencatat 66,85 persen atau Rp 
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187,5 Miliar dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 280,49 Miliar, dihabiskan 
hanya untuk belanja tidak langsung atau belanja non-program. Sementara itu, 
belanja programnya hanya 33,15 persen atau Rp 92,89 Miliar saja. Dari belanja 
program Dinas Pendidikan itu pun belum lagi terkebiri oleh belanja makan minum 
dan pengadaan pakain seperti batik, seragam PDH dan pakaian olahraga yang 
mencapai Rp 1,5 Miliar. Sementara ASN yang berstatus PNS sudah mendapatkan 
uang tambahan berupa Tunjangan Kinerja (Tukin), Tunjangan Beras, Tunjangan 
Keluarga, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Profesi guru dan tambahan 
penghasilan guru PNSD, tunjangan umum dan beberapa jenis tunjangan lain yang 
mencapai Rp 107,6 Miliar. 
Contoh kasus lainnya, yakni alokasi anggaran Dinas Kesehatan yang 
mencapai Rp 143,79 miliar atau 11 persen dari total APBD dan Rp 2,7 Miliar itu 
akan dipergunakan untuk belanja makan minum rapat, tamu dan peserta. kondisi 
ini menjadi sangat kontradiktif dikarenakan alokasi anggaran tadi hanya untuk 
memenuhi hajat hidup pengelola alokasi anggaran untuk belanja makan minum 
pesien hanya sebesar Rp 396,8 Juta saja. Hanya 14 persen dari belanja makan-
minum Dinas Kesehatan yang menelan anggaran hampir tembus tiga miliar 
rupiah. Pada Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan misalnya, 66 persen anggaran program ini mencapai Rp 
62,5 Juta dan dialokasikan untuk makan-minum. 
Secara keseluruhan, anggaran makan dan minum Pemerintahan Kota 
Sukabumi tahun anggaran 2019 mencapai Rp. 17.178.726.550, sementara 
anggaran perjalanan dinas, baik dalam maupun luar daerah serta luar negri 
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dialokasikan sebesar Rp 39.824.294.000. Jika saja, Pemerintahan Kota Sukabumi 
memiliki respek terhadap kondisi warganya hari-hari ini, tentulah efesiensi 
anggaran sudah dapat dilakukan sejak merancang RKPD dan R-APBD, 
Menurunnya, nilai makan dan minum Pemerintahan Kota Sukabumi tahun 
anggaran 2019 sebesar Rp. 17.178.726.550, jika dilakukan penghematan sebesar 
30 persen, maka akan terefisiesi anggaran sebesar Rp. 5.153.617.965. Dengan 
anggaran sebesar Rp 5 miliar ini, sebetulnya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang 
bermanfaat seperti membangun rumah sederhana untuk rakyat miskin, 
membangun MCK, membangun ruang kelas baru atau untuk member makanan 
tambahan bagi balita.  
Begitupun dengan nilai perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah 
serta luar negri, alokasi dananya sebesar Rp. 39.824.294.000. hasil penelusuran 
FITRA terhadap kegiatan perjalanan dinas ini sebenarnya dapat dilakukan 
efesiensi anggaran sebesar Rp. 12.433.995.000. dengan anggaran sebesar Rp 12,4 
miliar ini bisa membiayai beasiswa kepada 1.243 orang mahasiswa kurang 
mampu selama satu tahun dan bisa menyantuni lansia sebanyak 12.434 orang 
selama satu tahun, (Sukabumiupdate.com, Minggu 3/3/2019) 
Adapun beberapa dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, antara lain :  
1. Penelitian yang dilakukan oleh Suwardi (2014) yang berjudul “Analisis 
Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas 
Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara”. Hasilapenelitiannyaamenunjukan 
bahwa dalam proses penyusunanaAPBD belumasepenuhnya mencerminkan 
7 
 
 
kondisi yang ada, dimanaaarah dan kebijakan umum anggaran lebih 
didominasi oleh kepentingan atasan, serta kesiapan SKPD dalam 
penatausahaan, pelaporanadan pertanggungjawaban dan perangkataaturan 
yang berubah-ubah mengakibatkanaperlu pemahaman mendasar tentang 
teknis pengganggaran yangabaru. Pengalokasian anggaran harus sesuai 
dengan perioritas danatuntunan masyarakat, dimanaaanggaran harus benar-
benaradigunakan untukamelaksanakan kegiatanayang perlu. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aswadi (2014) yang berjudul “Pengaruh 
Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah di Kabupaten Pinrang”. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa 
untuk menciptakan laporanakeuangan yang berkualitas perluaadanya 
pertanggungjawabana(akuntabilitas) atas pembuatan laporanakeuangan di 
pemerintah pusatamaupun daerah.aSelain akuntabilitas, transparansiajuga 
diperlukan untukameningkatkan pengawasan. Transparansiamemberikan 
informasiakeuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakataberdasarkan 
pertimbanganabahwa masyarakat memilikiahak untuk mengetahuiasecara 
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban. pemerintah dalam 
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya 
pada peraturan perundang–undangan. Sehingga dapat dikatakan akuntabilitas 
danatransparansi berpengaruh dalamakualitas laporan keuanganapemerintah 
daerah. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Romadoni (2014) yang berjudul 
“Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota di Bandar 
Lampung”. Hasil penelitian yang didapatkan bahwaapelaksanaan APBDadi 
Kota Bandar Lampung masih terdapat banyak kendala atau masalah seperti 
kurangnyaasosialisasi akan pajak dan retribusi,amasih adanyaatunggakan 
pajak, kurang optimalnya petugas pengelola administrasi dan dalam belanja 
daerah pemerintahan kota masih terlalu fokus terhadap belanja pegawai 
sehingga anggaran untuk belanja yang masih terlalu kecil pembagiannya. 
Dalam anggaran haruslah berpusat pada kepentingan masyarakat umum 
seperti terpenuhi kebutuhan, jaminan sosial, distribusi kekayaan bagi 
masyarakat serta efesiensi dan efektivitas sebagai landasan pokok dalam 
kebijakan pengeluaran pemerintah dengan penentuan skala prioritas sehingga 
tidak terjadinya defisit terhadap anggaran. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi melakukan penelitian 
dengan judul “ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 
SUKABUMI” 
II. Identifikasi dan Rumusan Masalah 
2.1 Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka dalam 
penelitian ini penulis mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Masih adanya hak publik dalam APBD, dapat dilihat dari arah 
keberpihakan pemerintah. 
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2. Transparansi APBD kota masih kurang baik atau belum transparan hal ini 
karena tidak adanya sosialisasi dan publikasi keterbukaan anggaran kepada 
masyarakat. 
3. Kurangnya efesieni dalam pengganggaran.  
4. Tidak tepatnya alokasi APBD, hal ini terlihat dari lebih banyaknya 
anggaran yang dikeluarkan dilingkungan pemerintah daerah saja di 
bandingkan kegiatan-kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat. 
2.2 Rumusan Masalah  
 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini 
penulis mengemukkakan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana transparansi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota 
Sukabumi? 
2. Bagaimana akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja daerah kota 
Sukabumi? 
3. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas anggaran pendapatan dan 
belanja daerah  kota Sukabumi? 
III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
3.1 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui transparansi anggaran pendapatan dan belanja daerah 
kota sukabumi. 
2. Untuk mengetahui akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja daerah 
kota sukabumi. 
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3. Untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas anggaran pendapatan dan 
belanja daerah kota sukabumi. 
3.2 Kegunaan Penelitian  
 Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk 
berbagai pihak yang berkepentingan antara lain : 
1. Kegunaan Teoritis 
Meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam bidang 
akuntansi sektor publik, khususnya mengenai analisis transparansi dan 
akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 
2. Kegunaan Praktis 
a. Pemerintahan 
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk 
pertimbangan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintahan guna 
meningkatkan pemerintahan yang baik. 
b. Pihak Lain 
Masyarakat akademik pada umumnya dan masyarakat yang pada 
khususnya sebagai bahan referensi dala melakukan penelitian lebih lanjut 
yang berkaitan dengan masalah ini. 
 
